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Abrtrrct

The prc and contra towards gender peEpective in Malriage la\e N<t. I year 1974,
therv trrjo perspeclive, is: l) contrq peqpective, wife in domestic area and husbund
presenls in public area, this wisdom doesn I giye justice, Whes ',eomah irhpoverishment
prccess. In Malriage law found discrimination ,owards womah should be abolis hed,
v'irh be ratifred woman be Law No. 7 year 1984 about Discimination, Abolition
Towards Woman, so that, necessary fight formulqtion revision and spouse duty in
maniage law Prc perspectiye, matiage laws correct and unnecessary at rewsrcn
because right and duty must not be interrytted cutted but be seeh based on morol
and the philosophy. The marriage is pray, hopry fqmily must based on affection,
mulual rcspect, love to love and mutual giee good aid boms and mind. Task situating
and rc.sponsibility must be discriminated by harmonization and swmetrical so that
Jirm and shoulderred wilh respohsibilit .

Kewod: Marriage, Gender Pro, Contra

I. PENDAHULUAI{ dikatakan bahwa suami dan isteri sudah
merupakan suatu keluarga (R. Subekti,

Manusia adalah makhluk sosial (zooz 2$4tl2)
polilicon) sepefii yar'g dikemukakan oleh Keluarga sebenarnya merupakan
filosofYunani yaitu Aristoteles (Soerjono kesahran yang utuh, pemerintah sangat sadar
So€ksntodanPumadiPwbacaraka 1993:17), bahwskeluargamempunyaipemnar penting
sebagai makhluk sosial sudah menjadi sebagai kontributorpembanguoan. Menurut
kodrahya setiap ora[g di dalam kehidupan pemerintah, pembargunan yang paling
tidak akan bisa hidup sendiri, rnanusia selalu mendasarharus dimulai dari keluarga, karena
membutuhkan bantuan omng lain, salah satu keluarga adalah tempat pembenhrkan pcran,
dari kebutuhan manusia adalah kebutuhan nilai,sikap,danpolaperilaku(NormaSuli%n,
untuk berkeluarga yaitu kebutuhan manusia 2003 :3). Untuk menjamin ketefiban hukum
untuk hidup benama detrgan ses€oiang yang dalam kehidupan berurnah tangga maupun
menjadi pilihannya. Untuk dapat hidup bermasyarakat, pemerintah telah berhasil
bersarna secara wajar dengan seorang yallg membentuk Undang-Undang No.l Tahun
menjadi pilihannya dalam suatu wadah l9?4te angPerkawinan )angberlaku seca€
keluarg4harusmemperhatikarkaedahyang oasional sejak tar,5gal2 Jaw)ari 19'14.
hidupdi masyamkatdansesuai deoganatural LahimyaUndang-Undang Perkawinantelah
agamayangdianutnya.Artikeluargaialah rrmberikanpeluangperubalnnyanglebihbaik
terdiri dari sepasang suami-isteri dan anak- bagi perempuan, melalui Undang-Undang
anak yang dihhnkan dali perkawinarf tetapi Perkawinan, perkawina[ dan perceraian
apabila tidak ada anak pun sudah dapat diatur, pqkawinan anak-anak dibatasr.
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Hal yang paling penting adalah Undang- sudah berlaku selama 34 tahun namun isidari
UndangPerkawinan(JllP)telahmemberikan pasal-pasal Undang-Undang pcrkawinan
status baru bagi perempuan scbagai subjek umumnya, perumusan hak dan kewaj iban
hukum, hal mana sekaligus menghapus antara suami isteri dalam kehidupan rumah
ketentuan dalam Kitab Undang-Undang tanggakiususny4masihmenjadipolonikyang
Hukum Perdata (BW) yang masih berkepanjangan. polemik ini antara Iain
oenempatkan perempuan scbagai makhluk berangkat adanya pendapat yang pro dan
tidakberdaya di dapan hukum (Nursjahbani kontraterhadap perumusan hakdan lewajiban
Kantjasungkana, 1997:14). Dalam Pasal I suami isteri dalam l,[Jp yane dibedakal
ayal (l) Undang-Undang Perkawinan berdasukan sentler.
berbwrl :Pakawinan adalah ikatan lahirbatin Kata gende, berasal dari bahasalatin
antara seorang pria dengan seorang wanita yait! genus y^ngbe'f,rti tipc ataujenis. tsaik
sebagaisuamiisteriuntukmen$entukkeluarga konsep sels di1 gendei pada p.,,r",pny,
(rumah tangga) yang kekal dan abadi adalah scbuah konsep yang membedakanlcnis
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. kelamin yang dimiliki oleh manusia. Secara
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan umum seld membedakan ienis kelamin
menuruthukummasing-masingagarnanFdan manusia karena perbedaan-perbcdaan alat
kepercayaannya itu (Pasal 2) serta dicatat biologis yang dimilikin ya.sciangkan genaer
memtut grenmdang-undangan (Pasal3 ayat (3) membedakan jenis kelamin manusia
UL]P). berdasarkan perbedaan peran-pcran sosial

Perkawinan menurut M. Idris Ramulyo yang bersumber pada alat_alat bioiogrs yang
:suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh dimiliki laki_laki danpercmpuan (yunianti
untuk hidup bersama sccara sah antara laki- Chuzaifah dan Miralldi p. Tahalele, 2006:46).
laki dengan seorang perempuan membentuk prinsip persamaan ata \ equality adalah
keluargayang kckal sanhm mcnyantuni, aman prinsip yang fundamcnlal dalam ajaran_ajamn
tentram bahagi4 dan kekal (M. Idris Ramulyo, agam4 dari asalnya sendiri manusia diciptakan
1995:174). Perkawinan yang dilakukan secara dari asal yang sama dan memberi kepada
sah akan menimbulkan akibat hukum antara manusia kedudukan yang sama dcrajainya.
suami isteri, yaituhak dankcwajiban baik di Demokrasi dalam salah satu aspek
dalam kehidupan keluarga maupun di dalam perjuangannya adalah mengejar pcrsamaan
pergaulan hidup bemasyarakat, terhadap sosialpolitikantamlakiJakidanpcrempuan.
hartaboda di dalamperkawinan dan tertradap Dalan perkawinan suami isteri mempunyai
anak-anak- kcdudukan harmoni yang sama (M. yahya

Salrnond mendefinisikan hak in sebagai Harahap, 1975: l2).
kepentinganyang diakuidan dilindungi oleh Hak dan kedudukan istcri adalah
hukurn. Msmenuhikepentingan itu merupakan seimbang dengan hak dan kewajiban suami
suatu kewajiban, sedangkan melalaikannya dalam kehidupan nunah tangga dan pcrgaulan
adalah suatu kesalahan, hak didefinisikan hidup bersama dalam maivarakat. Hal ini
sebagai _suatu kehendak yang dilengkapi memang sudah semcstinya harus tcrjadi dan
dengan kekuatan, atas dasar kehendak itu mempakatl hal yang sudah wajar untuk
seseorang berhak atas sesuatu. Sedangkan mendudukan suasana harmonis dalam
kewajiban ialah perbuatan yang seseorang kehidupan k€luarga. Rumusan masalah itu
harus melakukannya, perbuatan yang adalah pantas sebagai manusia tidak ada
bertentangan dcngannya adalah kesalahan pebedaan antara laki-laki dan perunrpual.
(Muharnrnad Sarif, 1995:151). Suami dan isteri adalah komponen ya.,g sama

K€nyataan yang ada pada masyarakat, pentingnya dalam artikemanusiaan oaram
walaupun Undang-Undang Perkawinanini melaksanakanfimgsikeluarga.
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Akan tetapi ketentuan hak dan kewajiban
suami iste menurut Undang-Undang
Pelkawinatr t€rutama pada Pasal 34 tIlP, j ika
dikaitkan dengan persoalar gender, maka
terdapat ketentuan maupun pendapat-
pendapat yang secara tegas membedakan
peran berupa hak dan kewajiban suami dan
isteri {Endang Sumiami, 20M:20).

Menunrt Endang Sumiami, bahwahuhm
perkawinan kita bersi-6t patriarki. Drskrimurasi
gender terdapat dalam hukum perkawinan
bahkan tercermin pula dalam putusan
perccraian oleh pengadilan, sehingga
merugikan posisi perempuan. Kondisi tersebut
tidak terlepas dari adanya ideologi familialisme
dan larar belakang tcrbentuknya Undang-
UndangNo.l Tahun 1974 itu sendiri. Oleh
karena itu, mereka menuntut agar dikatakan
rekonstruksi hukum perkawinan yang
berkeadilwr gender

II TUJUAN DAN MANFAAT

Tirjuan PenelitiaD
l. Unnrk mengetahui perspektifgoder dalam

Undang-UndangNo.l Tahu 1974 tent3trtg
Perkawinan

2. Untuk mengetahui pro dan kont a terhadap
perspektif gender dalam Undang-Undang
No. I Tahun I 974 tentang Perkawinan

Manfaat Penelitian
L Secara akademis penelitian inibermanfaat

bagi pengembangan ilrnu hukum, khusus
bagi pengembangan perspektif gcnder
dalam Undang-Undang No.l Tahun 1974
tentang Perkawman.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan
menjadi rujukan alternatif dalam
melakukan pengkajian ulang terhadap
pempektif genda dalam Undang-Undang
No.l Tahun 1974 tentang Perkawinan,
)"ng tent&yaban$ berkeadilan gender dan
memperhatikan Undang-Uddang No.7
Tahun 1984 tentang Pcnghapusan
Diskriminasi Terhadap Wanita.

III METODE PENB,LITIAN

Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitial yang

benifat deslaiptif analisis, Fitu penelitian yang
menggambarkan dan menguraikan
implcmcntasi aturan hukum (Jcanc N cltjc Saly
2007, dan Sumaryati Hadono,2000: l9) yang
terkait dengan perspektif gender dalam
Undang-Undang No.l Tahun 1974, khususnya
dalam pemuasan hak dan kewajiban untuk
suami isteri. t{al ini dikaji dengan bertitik tolak
pada peraturan perundang-undangan, tcon-
teori dan pendapat ahli.

Metode Pendekatan
Metodependekatanyang dipcrgunakan

adalah menekankan pada yridis nomratif
yaitu penclitian yang menekankan pada data
sekunder (Jeane Neltje Saly; 2007:12 dan
Sumaryati Hartono, 2000: l9) yakni dengaD
mempelaj ari dan mengkaj i asas-asas hukum
dan kaidah-kaidah hukrm positifyang bcrasal
dari bahan-bahan kepustalaan yang ada dalnrn
peraturan perundang-undangan scrta
ketentuan-ketentuan hukum terutama yang
b€rkaitan dcngan perkawinan.

Pengumpulan Dsta
Penelitian dilakukan dengan tahapan

penelitian kepustakaan t(tuk memperoleh data
sekunder sebagai sumber data utama, data
sekunder dapat diperoleh melalui pengkaj ian
beb€rapa bahan huknm, baik bahan hukuDt
pdmer, sekunder dan tersier Bahan hukum
primer berupa penelusuran pcraturan
perundang-undal' lgan dan peraturan
pelaksanaanya. Bahan hukum sekurdcr
berupa tulisan para pakar tertang
permasalahan yang diteliti ataupun yang
berkaiun dengan bahan primer yang nre liputi
literatur-l iteratur yang berupa buln, malialah,
jumal dan hasil pcrelitian. Bahan tenier bcrupa
bahan-bahan yang benifat menunj ang bahiur-
bahan primer dan seL-undcr, scpcrti kamus
bahasa, artikel-artikel pada korar/surat kabat
maj alah yang terkait dengan masalah.
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T€knikAnalisis Data
Data sekunder dan data primer

sebagaimana dalam penelitian yang bersifat
deskriptif analisis dengan pendekatan )uridis
normatif(Jeane Neltte Saly; 2007:7, Sumaryati
Hartono, 2000:2 I , Mochtar Kusunaatmadja,
1974: l9) dianalisis secara kualitatif melalui
metode penafsiran dan abstraksi yang diuji
pendapat ahli dalam teori dan praktek.
Inshrunen hukurn yang lnengahn perkawinan
yang merumuskan denganjelas tcntang hak
dan kewajiban suarni isteri dalam kehidupan
rumah tangga maupun dalam pergaulan
masyarakat diatur melalui Undang-Undang
No.1 Tahun 1974 tcntang Perkawinan bagi
lang bcragama lslcm mclalui lnstruksi
Prcsiden No.l Tahun 1991 memberlakukan
Kompilasi Hukum Islam (KHI).

IV  HASIL  PENtrL IT IAN DAN
ANAIISIS

Dewasa ini ditengah masyarakat tcrjadi
persilangan pendapat terhadap perspcktif
gender ddafi\ pefifivsan hak dan kewaj iban
antara $talni isteri dalam Pasal 34 UUP bahwa
suarni wajib melindungi isteri dan memberikan
segala sesuafu keperluan rumah targga sesuai
kcmampuan. Isteri wajib mengurus rumah
tangga dan anak-anak sebaik-baiknya. Jika
suami isteri melalaikan kewajibarmya masing-
masing dapat mcngajukan gugatan ke
pengadilan. Perumusan hak dankcwajiban
dalam UUB genrler yang menempatkan
wanita pada wilayah publik dan suami di
wilayah publik yang menimbulkan
ketidakadilan pada wanita. Dcngan
diratifikasinya Konvensi Wanita menjadi
Undadg-Undang No.7 Tahun 1984 tentang
Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita
maka sudal seharusnya rumusan hak dan
kewajiban antara suami istcripada Pasal34
UUP direvisi menjadi : Pasal J4: ( l) Suami
dan isteri walib saling melindungi dan
memberikal scgala keperluan hidup bcrurnah
tangga sesuai dcngan kemamprnnnya.

Pasal34 UUP ayat(2) Suamidan isterr
waj ib mengahr urusan rumah tangga sebaik-
bailcrya; (3) Jika suami alau istcri melalaikan
kewajibannya untuk saling melindungi dan
saling berbagi peran dan kcrja
kerumahtanggaan, atau salah satu pihak
merasa diperlakukan lidak adrl. rnakr ia
berhak mengajukan gugatan kepada
pengadilan. Pasal 30 UUP dihubungkan
dcnganpenrmusan Pasal 1 [,rLP rumai tangga
itu ikatan yang luhur dan scndi sesarna
masyarakat.

Kedudukan suami istcri adalair sama dal
seimbang dalam kchidupan rumah tangga
maupun dalam kehidupan masyarakat
merupakan tunfutanjaman,suatu hal yang
wajar. Suami tidak dapat mclalang isteri untr*
mglakukar ckt'a fimgsi dijamir olch udang-
urdang Pasal 3 I ayat 1l I ULP) fi Jr'ane Ncltjc
Saly; 2007: l2). Pcrumusar Pasdl 34 UUP
sudah cukup baik, tidak perlu dilakukan
perubahan.

Jika ingin mengomentari suatu pasal
jangan dipotong-potong harus dilihat landasan
moral dan filosofisnya, yaag ada dari Pasal 3 0
serupa dengan isi Pasal34 UUP(M. Yahya
Harahap hasil wawancara, 2008). Perbedaan
peran dan fungsi suarni isteri bersjfat alamiah
dikaitkan dcngan teori Thomas Aquinas,
hulann positifitu buatan manusia berdasarkan
akal, yang telah digores i oleh Ler eterna. Jilt
hukum positifllex Nararal) tidak dilanda<i
oleh hukum dari Tuhan (Lex Eterna) tidak
akan memberikan kebcnaran ilmiah (t Kctut
Oka Setiawan,2008).

Pengaturan Undang-Undang P€rkawinatl
Perkrwinan dirumuskan dalam Pasa

Undang-UndangPcrkawinanialahsua ikaun
lahir batin anlara seorang pria dengan seorang
wanita sebagai suami isteri dengan tujual
membentuk kelurga yang bahagia dan kckal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sahnya perkawinan mcmtut Pasal 2 ayat (
Undang-Undang Pcrkawinan apabila
dilaksanakan memrut hukum masing-nasin g
agamanya dan kepercayzurnnya itu.
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Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) mengatakan
bahwa setiap perkawinan dicatat menurut
p€rahran perindang-undangan yang berlaku.
Oleh karena merupakan ikatan lahir batin
dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan
YangMaha Esa maka bagibargsa Indonesia
suatu perkawinan dinilai bukan utrtuk
memuaskan nafur biologis semata" akan rehpi
sesuatu yang sakral (K. Wantjik Salch,
l9'74.14).

Dalam penjelasan Pasal I Undang-
Undang Perkawinan berbunl sebagai berikut:
"Sebagai negam yang berdasarkan Pancasil4
dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan
Yang Maha Esa, maka pcrkawinan
mempunFi hubmgan yang srat sckali dengan
agama./ kerohanian, sehingga perkawinan
bukan saja mempunyai unsur lahir jasmani.
uapij uga unsr-u barin mhani yang mempunyai
pemnan penting. Membentr-rk keluarga yang
bahagia erat hubungannya dengan
kehrrunannya, dimana kefurunan tersebut
merupakan tujuan p€rkawinan, pemcliharaan,
dan pendidikan mcnjadi hak dan kewajiban
orangfua'.

Perkawinan menurut Undang-Undang
Perkawinan bahwa suatu perkawinan
merupakan suatu ikatan yang sah untuk
membina rumah tangga dan keluarga yang
sejahtera. bahagia. dan kckal dimana suami
istrri memikul amanah dan tanggungjawab di
dalam rumah tangga, undang-undang
menentukan salmya suatu perkawinan apabila
dilaksanakan berdasarkan agama dan
kep€rcayaarmya masing-masing, karena salah
satu tujuan perkawinan adalah mengharap
berkah dan ridha dari Allah.

Arti perkawinan menurut Hukum Islam
seperti di dalam Q.S Ar-Ruum ayat 2l
menyatakan: "dan diantara tanda-tanda
kekuasaannya ialah dia yang menciptakan
untukmu siteri-isteri dari jenismu sendirr,
supaya kamu cendenrng dan memsa tentemm
kepadanya, dan dij adikannya diantararasa
kasih sayang sesungguhnya pada yang
demikian ihr benar-b€nar terdapat tanda-tanda

bagi karun yangb€rfikii'. Perkawinan mcnuut
hukumAlQur'an behwa: "Per*awinan adalah
mencipakan kehidupan kcluarga anul-J .ua n i
isteri dan anak-anak serta orang tua agar
tercapainya suatu kehidupan yang aman
tentram (sakinah) pergaulan yallg salirg
l|..fic'u].lai ( wh,o.4lah).dan saling ntcnyanruni
(warahmah)" (Al-Qur'an, Surat Al-A'raal
ayat 189).

Sedangkan perkawinan menurut hukum
Islam sendiri adalah suatu amalan sunnah y.urg
disyariatkan oleh Al-Quran dan Sunnah
Rasulullah dengan kokoh, sejalan dcugan
watak seksual dan sesuai dcngan saluran yarg
halal dan benih unhrk memperoleh kctluuun
yang dapat memelihara kchormaran drri,
kegembiraan hati dan kctcnangan batrn (Ai
Fahri, 1984: 62). Perkawinan adalah suatu
ikatan suci dan suatu amalan sunnah yang
disyariatkal olehAl-Qumn unh-rk membcntuk
keluarga yang kekal dan abadi untuk
menperoleh ketuunan yang dapat memclihara
kehormatan diri, kegernbiraan hati dan
keignangan batir! oleh karena itu perkawinan
tidak bolch dijanjikan untuk bercerai, apabila
dalam suatu rumah tangga terjadi pcrsclisihan
yang akan mengakibatkan pcrccraian, nraka
hal tersebut sebenamya adalah suatu ujian yang
datangnyan dari Allah. (Q.S. An-Nahl ayat
e2).

Melurut Almad Azhar Basyir bairwa
'?erkawinan yang dalam istilah disebut rikah
adalah melakrkan akad atau pedanj ian altara
seorang laki-laki dan wanita untuk
menghalalkal hubuoga.n kelamin artara k cdua
belah pihak dengan dasar sukarela dal1
keridhoan kedua belah pihak untuk
mewujudkan suatu kebahagiaan hidup
bokeluarga 1'ang diliputi rasa kasih sayallg dan
ketenteraman dengan cara-cara yal1g dir:itlhor
oleh Allah". Dengan adanya pcrkarvinau
seorang pria dan seorang wanita restni akan
menjadi sepasang suarni isteri, dengan sahll) d
keduanya menjadi sepasang suami isteri llaka
keduanya menjadi halal dalam bergaul, dan di
dalam membina suatu perkawinan hcndakDya
hall)s menjunjung tinggi nilai-nilai agarna.
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Dalam Undang-Undang Perkawinan
dirumuskan bebempa asas-asas perkawinarq
yaitu antaa lain: Undang-Undang ini menganut
asas rnonogami. Hanya apabila dikehendaki
yang besangkutan mengijinkarL s€orang suarni
dapat beristeri lebih dari seorang, namun
demikian perkawinan seomng suami dengan
lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu
dekehendaki oleh pihak-pihak yang
bersangkutan, hanya dapat dilahrkan apabila
dipenuhi berbagai persayaratan tertentu dan
diputuskan oleh pe4adilan @enjelasan Umum
Undang-Undang Perkawinan Huruf c).

Martiman Projohamidjojo memberikan
pendapatnya mengenai asas monogami, yalcu
maksud pada Pasal I ayat ( I ), pada asasnya
dalam suatu perkawinan seorang pria hanya
boleh mempunyai seorang isteri, seorang
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
asas monogami tersebut maksudnya suafu
perkawinan antara seorang pria dengan
seorang wanita hanya boleh mempunyai
seorang isteri namun demikian, wdarg-udang
inijuga membuka kemurtgkinan seorang pria
memprmyai lebih dari seorang isleri (Martirnan
Projohamidjojo, 2002: I ).

Undang-Undang Perkawinan nasional
menganut asas monogami, tetapi hanya dalam
keadaan tertentu saja maka suami mendapat
kes€npatan untuk mengambil isteri lagi dengan
syarat-syarat tertentu. De[gan adanya
ketentuan teNebut utrdang-undang bukarmya
bermaksud merendahkan kedudukan wanita
dalam kehidupan di dalam masyamkat @joko
Prakoso dan I Ketut Mudka. 1978:1).

Masalah monogami dahulu pemah
menjadi pembicaraan masyarakat ramai
dikarenakan ada salah satu pihak yang
menyetujui dan lain pihak ada yang tidak
menyetujui dengan dicantumkannya
monogami itu sebagai salah satu asas
perkawinan yang hendak diciptakan.
Kemudian menjadi suatu kenyataan bahwa
monogami merupakan salah satu asas tetapi
dengan suatu pengecualian, yaitu hanya
ditujukan terhadap omng menurut hukum dan
agama yang dianutnya diijinkan bagi seorang

suami unhrk beristei lebih dari seorang @joko
Prakoso dan I Ketut Murtika, 1978:3).
Selanjutnya Undang-Undang Perkawinan
memberikan batasan yang cukup ketat
mengenai p€ngecualian yaitu berupa suatu
pemenuhan syarat disertai dengan alasan-
alasan yang dapat diterima serta harus
mendapat ijin dari pcngadilan sebagaimana
telah dinyatakan dalam Pasal 3 sarnpai dcngan
Pasal 5 Undang-Undang Pcrkawinan.

Van Volenhoven menyatakan bahwa
sebelum agama Islam masuk ke Indoncsia di
jarnan dabulu kala rupanya sisLem monogami
yang mereka anuryang anwa lain dilomja.
Temate, Ambon, dan Sawu. Namun pada saat
ini padaumumnya diantara warita-wanitayang
beragama Islam yang oradg Indonesia asli
sebagiatr ada yang merasa k€bemtan terhadap
sistem poligami. Salah satu jalan atau
kemungkinan dalam hal meringankan
kebemtan-kebemtan darl memperkecil adanya
sistem poligami yaitu dengan hukum agama
Islamyang mengajarkan bahwa beristcri lebih
dari seonng han) a dapat d i lalru]€n apa b ila s i
suarni rnampu dan b€rsungguh-sturgguh urtuk
memperlakukan semwr istcri secam yang sama
dan sepantasnya.

Hal ini berarti bahwa seorang suani harus
memberi nalkahkepada isteri-isterinya dcngan
pantas dan tiada perbedaan dantara semua
isteri-isterinya, demikian pulahal kecintaan
secara layak, oleh karena inrj iwa dan makud
yang sebenamya dari hukurn Islarn adalah agar
orang lakiJaki yang akan beristeri lebih dan
seorang haruslah tcrlebih dahulu
mempertinbargkan akan kemampuan diriny4
bukan hanla mernenuhi kebunrhan hawa na6-u
semata (Djoko Prakoso dan I Kehrt Murtika,
1978:12). Menurut Abdullah Sidiq bahwa
poligami hanya diijinkan dengan melalui syamt
syarat yang bcrat kar€na dengan alasan di
dalam agama Islam adalah kcmaslahatan
masyarakat dan prikemanusiaan dan bukan
hawanafsu, yaitu(AMullah sidiq, 1999:74) :
l. Dalam keadaan darurat, umpamanya

sesudah perang, dimana banyak kaun laki-
laki mati dan perempuan mcnjadi janda.
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2. Untuk morccgah pelacuran datau prostitusl.
3. Jika dapat berlaku adil dan na{kah, ointa

dan giliral
Delgan demikian pada dasamya asas

perkawinan dalam Islam adalah monogami.
poligami diperbolehkan sebagai suatu
perkecualian bagi yang sanggup berlaku adil
dan memcnuhi beberapa persyamtan yang
ditentukan oleh undang-u1dang.
1. Karena tujuan perkawinan adalah untuk

membcnhrk kelurga yang bahagia, kckal
dan sclahlera. meka undang-undang rni
menganut prinsip unfuk mempersukar
terjadinya perceraian, harus ada aiasan-
alasan tertentu serta harus dilakukan dr
depan sidang pengadilan (Penjelasan
Umum Undang-Uidang No. I Tahun I 974
tentang Perkawinan huruf e)

Salah satu asas pcrkawinan yang
disyariatkal ialah perkawiran untuk
selan'ranya, yang diliputi olch rasakasih
sayang, dan saling cinta mencintai karena
itu agarna Islan mel€bararnkan pcrkawinan
yang tujuannya adalah senentara dalam
waktu yang tcrtentu, dimana tujuan
perkawinan tadi sekedanurnk melepaskan
hawa natlu sepcrtr lJikah mut'ah,
muhaikil, muwaqqal, dsb. Dalam
melaksanakan kelridupan suami istcri
(runuh tangga) kemuukinan ted adi salah
paham suami isteri, salah seorang atau
kedua-duanya tidak melaksanakan
kewajibanny4 tidak mcrnpercayai lagi satu
sama lairulya, dsb.

Perlu diflyatakan bahwa dengan
mensyariatkan perceraian itu bukan bcrarti
bahwa agama lslam men)rukainya, atau
sekurang-kurangnya benifat pasif terhadap
kemungkrnan te4cdirya perceraran dari
suatu perkawinan, atar-r boleh dilakukan
setiap saat dikchendaki, tetapi agama lslam
tetap memimdangnya sebagai suatu yang
mrrykil (sesuatu yal1g bertcntangan
dengan asas dari suafu peratuan). Scsuahl
yang tidak diingini terjadinya karcna
b€nentangan dcngan asas hul-um lslanr
(Mukhtarl'ahya, I 96 I i3).

Perceraian bolch dilakukan jika
hubungan suanri isni tidak mungkin lagi
dipertahnkan, akan tctapi perceraiatr
merupaplan suatu halyrng sangat djbenci
Allah SWI, olehkarena itu undang-undaq
No.l Tahun 1974 tcntang Perkawinan
mempenulit tcrjadinya suatu pgrc€raian,
harus ada suahl alasan yang tepdt dan jclas,
dan harus dilakukau di depan sidang
pcngad i l an  un tuk  J  l a t  me laku lan
pcrccEian.

2. Hak dan kedudukan suam i istcri. I lak dan
kedudukan suami islcli adalab scimbang
dengan h;*. dan kerluJrrkrn suarni baik
dalam kehidupan rumah t.urgga maupun
dalam pergaulan masyarakat, schingga
dengan demikian scgald scsuatu dalam
keluarga dapat dirundingkan dan
dipuru.kan bersamr olch .rrurni isteri
(Penjelasan Umun Und!lrg-Undang
Perkawinan hruuff).

I  lak suanri ir tcri  br 'r le,- luJukalr
scimbang dalam rumrh Iangga. demikran
jugc dalam pcrgauhn sosial rnasyarakal.
Suami sebagaikepala ntrnah tangga dan
isterisebagar ibu rumch langga. Sebagai
kepala rumah Bngga. sLrami bcrhak unruk
menetapkan tempat tingg.ll bersama, atau
tempat kediaman yang mcrupakan tcmpat
t inggal bersama dergan anak-anak
(Martiman Prcjolumidjojo, 2002:34).

Se  l an j  u tnya M ar t iman
Prodj ohamidjoj o mengatakan, kcwajiban
suamiisteri adalah: cinta menyintai satu
sama lainj hoflnat mcnghormati dan
menghargai satu sama lainnya, setia satu
sama lainnya, saling mefibantu dan
menerima bantuan lahir batin satu sama
lainnya, scbagai suami berkewajiban
mencad naltah bagi anak-anak dan
istednya serta waj ib mclildLngi isteri serta
memberikan segala kcperluan hidup rumah
tangga, lahir dan batin, scsuai dcngan
kemampuannya, dan scbagai isteri
berkewajiban meDgatur rumah tangga
sebaik-baiknya (Martiman
Projohanidjojo, 2002:14).
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Selanjutnya Idris Ramulyo
mengatakan bahwa pada prinsipnya
pergaulan antara suami istsri itu hendaloya:
suami kepala keluarga dan isteri kepala
nnnah tangga, pergaulan yang maknrfatau
pergaulan yang baik sefta saling menjaga
rahasia masing-mashlg, pergaulan yang
sakinah atau pergaulan yang tenteram,
pergauJan yang dilipnti insa rDawadal! alau
cinta mencintai terutama di masa muda,
pergaulan yang disertai rahmah, yaitu rasa
santun menyantuni, terutarna pada waktu
tua telah m€ndatang (Idris Ramulyo,
1981:68).

Hak dan kedudukan suami dan isten
seimbang dalam kehidupan rumah tangga
dan pergaulan masyardkat, hal ini memang
sudah semestinya harus te{adi, dimana
tidak ada perbedaan diantara keduanya
dimata hukum karena masing-rnasing pihak
b€rhak untuk melakukan perbuatan
hulqllr!

Tiada satu orang pun yang dapat
menyangkal bahwa perkawinan adalah
merupakan suaru perbuatan bukum. Sebagai
suatu perbuatan hukum perkawinan
mempunyai akibat-akibat hukum. Sah atau
tidaknya suatu perbuatan hukum tersebut
ditennrkan oleh hukumpositif Hukum positif
dibidang pe*awinan di Indonesia sepefti telah
dijelaskan scbelumnya adalah Undang-
Undang No. I Tahun I 974, dengan demikian
sah atau tidal,.nya suatu p€rkawinan ditenbk n
oleh ketenhran-kctenhun yang ada di dalam
undang-undang lersebut. Menumt

Bedasar peraturan-pemtrrmn
undangan syarat sabnya suatu perkawitran
diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang
Perkawinan, yang menyatakan bahwa :
perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menuut hukum rnasiry-masing agamanya dan
kep€rcayaannya itu; dan tipa-tiap prkawinan
dicatal menurut perafuran perundang-
undangan yang berlaku. Dad ketentuan Pasal
2 ayat (1), dalarn pandangan Hazairin bahwa
dengan demikia.n hukum yang berlaku memmt
Undary-Undang No. I Tahun 1974, pertama-

tama adalah hukurn masing-masing agamanya
dan kepercayaannya bagi masing-masing
pemelulmya. Jadi bagi o€ng Islam tidak ada
kemungkinan unnrk kawin dengan mclanggar
agamanya seddiri, demikiatrjuga bagi omng
yang bengama Kristcn, Hindu, dan Budha
fl{azairin, 1986:43).

Di samping ketentuan syarat-syarat
sahnya perkawinan diatur dalam Pasal2 di
atas, di dalam Undang-Undang No.1 Tahun
1974 diter$uk njuga sy€rat-syarat yang han|s
dipenuhi oleh calon suami dan istcri yang akan
melangsungkan perkawinan, yaitu meliputi
s)€rat-syaratmateriil dan formil. Syaiat-syaEt
matsriil yaitu syarat-syardt yang mcngenai drn
pribadi calon mempelai, sedangkan syarat-
syarat formil menl"I€kut formalitas atau tata
oam yang harus dipenuhi sebelum dann pada
saat dilangsungkannya perkawinan.

Syarat Materiil Perkawinan
Pasal 6 menyebutkan bahwa: (l)

perkawinan harus didasarkan atas pedanjian
kedua calon mempelai; (2) untuk
melangsungkan perkawinan seorang yang
belum mencapai umur 2l tahun harus
mendapat ijin dari kedua orang hra; (3) dalam
hal salah seorang dari kedua orang tua telah
meninggal dunia atau dalam keadaan tidak
mampu menyatakan kehendalarya. rnaka ilin
dimaksud di atas cukup diperoleh dariorang
tua yang masih hidup atau dad orang tua yang
mampu menyataka.n kchendakrya; (4) dalam
hal kedua orang tua telah menilggal dunia atau
dalam keadaal tidak mampu unnrk meyatakan
kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali,
orang yang memelihara atau keluarga yang
mempunyai hubungan darah dalam garis
ketwunan lurus ke atas selama mereka masih
hidr,rp dan dalam kedaan dapat mcnyatakan
kehendaknya; (5) dalamhal ada pcrbedaan
antara orang-orang yang disebut dalam ayat
(2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang
atau lebih diantaranya mcreka tidak
menyatakan pendapatnya, maka pcngadilan
dalam daerahhukum tempat tinggal orang
yang akan melangsungkan perl?winan atas
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pfiniotaan orang tersebut dapat memberikan
ijin setelah lebih dahulu mendengar omng-
omng tqsebut dalarn ayat (z), (:) dan (+) pasal
inil (6) ketentuan tersebul ayal (l) sampai
dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang
hukum masing-masing agama dan
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak
menenlukan lain.

Perkawinan hanya dii j inkan jika pria
sudah mencapai umur J9 tahun dan pihak
warita sudah mencapai umur 16 tahuo @asal
7 ayat ( 1)). Dalam hal penyimpangan terh2d,p
ayal ( I ) pasal ini dapat meminta d ispensasi
kepada pengadilan atau pejabal lain dirunjuk
oleh kedua omng tua pfiak pria maupLrn pihak
wanita (Pasal 7 ayat (2). Perkawinatr dapat
dicegah apabila ada pihak yang tidak
memenuhi syarat-syaratuntukmelang$ngkan
perkawinan (Pasal lJ). Pihak yang dapal
mencegah perkawinan ialah para keluarga
dalam garis lurus ke alas dan ke bawah.
saudara- wali nikai. wall. pengampu dari salah
seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang
berkepentingan (Pasal 14 ayat (l).

Syarat Formil Perkawinan
Pasal 3 UUP menyebutkan bahwa:

pember i tahuan kehendak akan
melang$mgkan p€rl€wina[ kepada pegawal
pencalat perkawinan dan pemberitahuan
tesebut dilakukar sehrang-kurangnya l0 han
koja sebelum pokawinan di Langsungkarr dan
apabila tidak dilaksanakan pada waktu yang
telah ditentukan di atas maka harus
memberikan alasan, dan diberikan oleh camat
atas nama bupati kepala dacrah. Pasal 4 L(JP
menyebutkan bahwa: pemberitahuan
dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon
menpalai, oleh orang tua atauwakilnya.

Pasa l  5  UUP Inenyebutkan l
pemberitahuan memuat nama, umrr, agama./
kepercayaaa, peke4aan, tempat, kediaman
calon mempelai, dan apabila salah seorang
atau keduanya pemah kawirl disebutkanjuga
nama isteri atau suami terdahulu. Pasal 6 UllP
menyebulkan bahu a: pegauai pencatat
mcneliti. apakah syaml-syarat pcrLawinan

telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat
halarEan p€xkawinan menuut
Pasal 7 UUP menyebu&an bahwa: hasil dari
penelitian telsebut, ditulis dalam daftar yang
diperuohrkkan unhrk itu olehpegawai pencatat.

Pasal 8 UUP menyebutkan bahwa:
setelah dipenuhinya tata cara dalr syarat-
syarat, pegawai pencatat menyelenggarakal
pengumuman tentang pemberitahuan
kehendakmelangstmgkanperkawinan dengan
cara menempelkan sunt pengumuman
menurut formulir yang ditetapkan pada kantor
pencatatan perkawinan pada suatu tempat
yang zudah ditentukan dan mudah dibaca oleh
Itrnum

Pasal9 UUP menyebutkan bahwar dan
)€ng terakhirpengurnumar tadi di@ndaungani
oleh pegawai pencaht dengan memuat narna,
wnur, agarDr./ kepercayaan, pekerjaan, tempat
kediaman dari calon mempelai, dari o€ng tua
mempelai, apabila salah seorang atau
keduanya pernah kawin diseburkan rlama isteri
dan atau suami mereka terdahulu, dan
menyebutkan hari, tanggal,jam, dar tempat
perkawinan akan dilansungkan.

Syarat sahnya perkawinan menurut
hukum nasional adalah perkawinan yang
dilaksanakal menurut tata tertib aturan huhrln
yang berlaku dalam agama Islam, Kristen,
Hindu, Budha. Kata hukum masing-masing
agamanyabemrti bukum dari salah satu agarna
ihr masing-rnasing. Jadi perkawinan yang sah
ji la terjadi perkawinan anrar agama yakri
perkawinan itu dilaksanakan menurut tata
tertib aturatr salah satu agama, yaitu agama
calon suami atau agama calon isteri dan telah
memenuhi syarat maisriil dan syamt formil yang
telah ditentukan oleh suatu perundang-
undargan yang berlaku.

Urdaog-UndaryPerkawinanNo. I Thhun
1974 menenhrkan hak dan kewaj iba11 kepada
suami isteri di dalam rumah tangga dan
pergaulafl masyarakat. Pasal 30 UUP
menyebu&anbahwa: suamidanistsimemikrl
kewajiban yang luhur untuk menegakkan
rumah tangga yang menjadi sendi da.ar dari
susunan masyamkat.
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Pasal3l UUP menyebutkan bahwa: (l)
hak dan kedudukan isteri adalah seimbang
dengan hak dan kedudukan suami dalam
kehidupan rumah tangga dan pogualan hidup
bersama dalam masyarakat; (2) masing-
masing pihak berhak untuk melakukan
perbuatatr hukum; (3) suami adalah kepala
keluarga sedangkan isteri adalah ibu rumah
tangga

Pasal 32 UUP menyebutkan bahwa: ( 1)
suami isteri harus mernpun)€i t€rnpat kediarnan
yang tetap; (2) rumah tempat kediaman yang
d imaksudkan da lam ayat  ( l J  pasa l  in i
ditentukan oleh suami isteribe ama. Pasal33
L(JP menyebutkan bahwa: suami dan isten
wajib saling cinta mencintai, hormat
menghomati setia dan memberi banhun lahir
dan batin yang satu kepada yang lain. Pasal
34 menyebu&an bahwa: (l) suami wajib
melindungi isterinya dan memberikan segala
sesuatu kepelluan bidup berumah tangga
sesuai dengan kernampuarmy4 (2) isteri wajib
mengah[ urusan rurnah tangga dengan sebaik-
bailnya; (3)jika suami atau isteri melalaikan
kewajibannya masing-masitrg dapat
rnengajukan gugatan ke pengadilan.

Dalam pandangan Soemiyati bahwa hak
dan kewajiban suami adalah seimbang dengan
hak dan kedudukan isteri baik dalam
kehidupan rumah tangga maupun di dalam
pergaulan masyarakat, sehingga dengan
demikian sesuatu yang terjadi dalam keluarga
dapat dirundingkan dan diputuskan secam
bersama-sama oleh suami isteri. Suatu
perbedaan, yang berdasarkan kodEt sang
suami harus dan berkewaj iban senantiasa dan
melindungi isteri dan memberi nafkah serta
segala kehidupan rumah tangga, sekedar
kemampuan yartg ada, karena suami adalah
kepala rurnah ungga- scdangkar isteri scbagai
ibu rumah tangga dibebani tugas untuk
mengatur ruusan mmah tangga itu dengan
sebaik-biaknya (Soemiy ati, 1982:'l ).

M. Yahya Harchap (19'7 5:12)
mengatakan bahwa sesuai Pasal 3 I ayat ( l)
ditentukan bahwa kedudukan suami isteri
adalah sama dan seimbang, baik dalam

kchi4upan rumah tangga maupun kehidupan
bersalna dalam masyarakat, khususnya ayat
( I ) merupakan tuntutan scmangatjaman dan
mentpakan hal yang sudah wajar untuk
mendudukan suasana harmonis dalam
kehidupan keluarga, rumusan p€.samaan itu
adalah pantas sebagai manusia tidak ada
pe6edaan antara laki-laki dan perempuao

Dikatakan selanjutnya oleh M. Yahya
Harahap bahwa antara suami dan isted telah
tercipta persamaan yan g sefipurT\a (Per:fect
Equality), dltinjat dai segi teoritisnya maka
dergan legal right yang sama ini hidup
kelnarga merupakan suattJ cooper.tt ion,ti^p-
tiap peserta dapat menarik diri apabila
kerjasama dalam kedudukan yang sama itu
tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Jadi
si isteri dengan adanya persamaan kedudukan
hukum remebut memprnyai hak unn* bcrcemi
dari suaminya apabila dirasanya kehidupan
bersama itu tidak dapat dipertahankan lebih
lanjut M. Yahya Harahap ( I 975 : I 2)

Pcrbedaan Perspektif Gender
Pe$edaan lakilaki dan perempuan masih

menyimpan bcberapa masalah, baik dari segi
substansi kcjadian maupun peran yang
diemban dalam masyarakat. Pcrbedaan
anatomi biologis antara keduanya cukupjelas,
akan tetapi efek yarg timbul akibat perbedaan
ihr menimbulkan perdebatan, karena temyata
perbedaan jenis kelamin sccara biologis
melahirkan soperangkat konsep budaya.
lntcrpretasi budaya lcrhadap perbedaan jcnis
kelamin inilah yang discbut dengan geader.
Kata gender berasal dari bahasa latin yaitu
gerar yaDg b€mdi tipe ataujenis. Baik konsep
sex dar\ gender padapinsipnya adalah sebuah
konsep yang membedakanjenis kelamin yang
dimiliki oleh manusia. Secara umum ssr
membedakan jenis kelamin manusi karena
perbedaan-perbedaan alat biologis yang
dimilikinya

Sedangkan gexder membedakan jenis
kelamin manusia berdasarkal pembedaan
peran-peran sosial yang bersumber pada
alat-alat biologis yangdimiliki lakilaki dan
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dan perempuan (Yunianti Chuzaifah dan
Miranda P Tahalele. 2006146\. Gender
adalah pembedaan antara perempuan dan laki-
laki dalam hal fisik. Sifat peran, posisl,
tanggungjawab, akses, fiugsi, kontrol, yang
dibentuk atau dikonsbuki secara sosial yang
dipengaruhi oleh bebagai faktor yaihr buday4
agama, sosial, politik, hukrjm, pendidikan,
media seni, dll.

Gender menpakan hasil konstnrksi
sosial maka gender bisa berubah sesuai
konteks waktu. lempar. dan budaya tenpi
sarripai saat ini masyarakat rnasih menganggap
gender sebag.,i sesta yang alamiah, sudah
sehaosnya demikian dan metupakan ketentuan
Tuhan sehingga tidak perlu lagi dipertanyakan
dan digugat, keyakinan semacam ini telah
mendarah daging dalam masyarakat karena
adanya proses sosialisasi yang sangat panjang
lewat berbagai macam pranata sosial
dianta.anya iistitusi keluarg4 agaflA adat, dan
sosial kemasyamkatan (Yuniarti Chuzaifah dan
Miranda P. Tahalele, 2006:46). Dalam
lfohek 3 Sludies Encyclopedia dijelaskan
bahwa gender adalah suatu konsep cultural
yang berupaya membuat pembedaan dalam
hal peran, prilaku, mgntalitas, dan karakteristik
ernosional antara laki-laki dan perempuan )€ng
b€rkembang di masyarakat.

Meskipun kata gendel belum masuk
dalam perbendaharaan kamus besar bahasa
Indonesia, istilah tersebut sudah lazim
digunakan khususnya di kantor Menteri
Negara Urusan Peranan wanita dengan ejaan
"gender". Gezrder diartikan sebagai
interpretasi mental dall cultural terhadap
perbedaanjenis kelamin yakni laki-laki dan
percmplu i. Gender biasanya dipergunakan
untuk menunjukkan p€mbagian kerja yang
dianggap tepat bagi lakilaki dan perempuan
(Yudanti Chuzaifah dan Miranda P Talnlele,
2006.46).

Puan gender tidak berdiri scndiri.
melainkan terkait dengan identitas dan
berbagai karakteristik yang diasumsikan
masyarakat kepada lakiJaki dan perempuan.
Sebab terjadinya ketimpangan status antara

lakiJaki dan perempuan labih dari sekedar
perbedaan fisil biologis tetapi segenap nilai
sosialbudaya yang hidup dalam ma!yarakal
turur memberikan andil (Mcnsour Fakih,
1996:14).

Dalam kehidupan bermasyarakat antara
lakiJaki dan perempuan senanuasa terjadi
konflik dan ketegangan gender, percmpuan
tetap memiliki keinglnan rulhrk beryerak secara
leluasa gu[a meningkatkan stafus dan rasa
percaya diri. Akan lctapi mcnurut sckclonrpok
orangyang kontra. budaya yang ada dalam
masyarakal membatasi kernginan mereka.
terularna bagi mereka yang telah kawi4 karma
dalam Pasal 34 Undang-Undang Pcrkawinan
membagi-bagi tugas dar tanggung jawab
keduanya. dan apabila pihak-pi-hak inidapat
menjalankan tugas sebagaimana mestinya,
maka pihak ini dapat mengajLrkan gugatan kc
pengadilan setempat.

Hal ini sangat kontradiktif dengan
kenyataan yang ada di lapangan dimana sudah
sangat banyak perempuan masa kini yang
bekeda untuk membantu mementrhi kcbutuhan
rumah tangganya dan disatu sisi ia juga
mempunyai tugas untuk mengurusi rumah
tangga dar disinilai percmpuan mcrnilih rugas
dan peran ganda yang tanggung jawabnya
sangat berat. Sedangkan untuk pria ia hanya
dibebankan yang sifatnya produktif saja.
Kenyataan ini yang menimbulkan pro dan
kontra terhadap perspcktif genler dalam
Undang-Undang Perkawinan.

Pendapat Pro Dan Kontra Terhadap
PerspektifGender
l. Kelompok yang kontra
Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk
Keadilan (LBH-APIK Jakartr)

Restu RahmiFanani mengahkan bahwa
Dalam Pasal 3 I dan Pasal 34 Undang-Undang
Perkawinan terdapat konsep perrbakuan
pemr' gender y utg mengkotak-kotakan pemn
suami isteri hanya memungkinkan perempuan
berperan di wilayah domestil, yairu sebagai
peogun-s nunah urgga scmentara laki-laki di
wilayah publil sebagai kepala kcluargadan

Pro dan Kontra Tefiadap Perspektd Cen.let Dalan UU No.l Tahun 1974 (Emas)'dnti) 105



pencad naflGh, perangerderyang memilah- isteri dalam menjalankan firngsi domestiknya,
milah p€ral antara suami dan isted, kebijakan pada kenyataannya pihak suami menemukan
teNebut pada akhimya hanya menyisakan dasar pembenaran untuk menyalahkan
ketidakadilan. Peminggiran terhadap kekumngan isterinya dalam mengtuus rumah
perempuan baik secara ekonomis, politik, tangga.
sosial danjuganenimbulkad €kploitasi pada Dcwasa ini banyak kasus kekcrasan
perempuan. dalarn rumah tangga" para isteri yang menjadi

Perumusan pasal-pasal ini sama sekali korbannya tidak mudah keluar dari lingkaran
tidak memihak kepada perempuan. kckerasan karena masalah ketergantungan
P€mbakuan peran antara laki-laki dan ekonomi, sementambanyakkasus perceraian
perempuan yang mengakomodir gambaran di pengadilan, meski diputuskan suami atau
stereotip percmp.ua,i, dalam msyarakat dan mantan suami tetap berkewajiban memberi
pembagian kerja antara lakilaki dan nalkah, tetapi keputusan ini tidak bcrlaku
perernpuan. Dislciminasi terhadapperempuan efektifdan dikembalikan pada kcmampuan
tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang dari pihak suami atau mantan suami,
terdapatpada Konvensiwanita Fitu CEDAW keberadaan pasal ini mendorong proses
(Convention on The Elimination of All pemiskinan perempuan schingga membuat
Forms of Discriminalion Agains Woman) salah satu pihak (isteri) bergantung secara
dimana sudah diratifikasi menjadi Undang- ekonomi tefiadap pihak laimrya, dan apabila
Undang No.7 Tahun 1984 tentang isteri ingin bekerja diluarrumah suami dapat
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi menggugat istednya untuk kembali beke{a
Terhadap Perempuan. dilingkungan domestik saja, dengan alasan

Undang-Undang Perkawi[an perlu isteri terlalu sibuk dengan pekcrjaan diluar
dilalokanrcvisi dangan cammembuatnrmusan rumah dan melalaikan kewajibannya sebagai
undang-undang yang lebih memihak terhadap ibu rumah rangga.
perempuandenganmengutamalGnkesetaraan Dalam kasus isteri yang bckerja berarti
anta.a suami dan isteri, menghilangkan memilikibebangard4yaitumengunrsturus,m
pembakuar peran sertamengimplementasikan rumah tangga dan mencari lafkah, mengapa
aturan Undang-Undang No.7 Tahun 1984 suami tidak dibebankan urusan rumah
tentang Penghapusan Segala Bentuk tangga juga, supaya terjadi keseimbangan
Diskriminasi Terhadap Perempuan antara keduanya, maka dalam hal ini,
(Wawancara dengan Dwi Heriyanti, 3 Juli Nursjahbanilkntasungkanamemberihimauan
2008). agar pemerintah segeramerevisi pasal ini

sebagai berikut Wawancara dgngan Dwi
Koalisi Perempuan Indonesia Heriyalti,3 Juli 2008). Pasal34 menyebutkan:

Nusjahbani Kantasungkana menyatakan ( 1) Suami dan isteri wajib saling melindungi
bahwa hak dan kewajiban alni isteri dalan dan memberikan segala kcperluan hidup
Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan berumah tangga sesuai dengan
nampak bias gerder karena ini menekankan kemampuarurya. (2) Suami dan isteri wajib
tingkatan norrnativitas yang be$eda, dimana mengahfruusanmrnahtanggasebaik-bailarya.
ayat (1) mengaiakan dengan kata-kata "sesuai (3) Jika suami atau isteri melalaikan
dengan kemampuan" ini memberikan kewajibannya untuk saling melindungi dan
keringanan pada suami dalam menjalankan saling berbagi peran dan kerja
tugas produksinya, sedang si isteri dengan kerumahtanggaan, atau salah satu pihak
kata-kata"sebaik-baiknya''dituntutlebihb€rat merasa diperlakukan tidak adil, maka ia
ketika menjalankan tugas domestiknya, hal ini berhak mengajukan gugatankepada
dapat berdarr|pak pada tuntutan pihak suami pergadilar
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KomnasPerempuan
Sri Wiyanti Eddyono mengatakan

bahwa memang scpertinya Undang-Undang
Perkawinan telah mcmberihan keadilan bagi
perempuaa tetapi lagrJagi apabrla kita tclusuri
maka di dalam pasal-pasalnya masih terdapat
diskrirninasi kepada perempuan. Selanj utnya
beliau mengatakan Undang-Undang
Perkawinan masih belurn memberikan hak dan
kewajiban suami isteri sccara seimbang.

Hal tersebut di atas dapat kita lihat pada
Pasal 34 yang membcbankan hak dan
kewajiban yang berbeda dimana
menempatkan istcri pada wilayah domestik,
dan suami pada wilayah publik. Hal tersebut
dapat berindikasi pada pemiskinan
pelempuan, karena dcngan menempatkan
perempuan di wilayah domestik ini akan
berimbas ketika wanita bekerja, banyak
perusahaan-p€rusahaan yang memberikan
upah lebih rendah daripada laki-laki, karena
ia  menganggap wan i ta  hanya scbaga i
pembantu suamiDya saja, padahal
kenyataannya banyak sckali saat ini dimana
wanita sebagai kepala rumah rangga dan ia
harus membiayai semua kcpcrluan hidup.

Negara kiu sudah mera(ilikasi Konvensi
Wanita menjadi Undang-Undang No.7 Tahun
1984 tentang Penghrpusan Deskrinrinasi
Terhadap Perempuan, dimana tidak boleh
membatasi ruang gerak isteri dalam
mengembangkan pendidikan dan karimya.
suami dan isteri dapat mcmiliki kesempatan
yang sama.

Dengan dibakukannya tugas isteri dalam
Undang-Undang Perkawinan maka tidak
mustahil terjadi kekerasan dalam rumah
tangg4 karena suami memsa superior di dalam
nunah tangga status scbagai iburumah tangga
menuut saya hukum kita meiegitimasi dan
membuat secara hukum, sepertinya
percmpuan yang bekerja itu salah dimata
hulcrm, karena memmrt Undang-Undang No. I
Tahun 1974 tentang Perkawinan, wanita
pekerjaannya adalal mengurusi rumal targga
(Wawancom dcngan Sri Wiyanti Bldyono, 20
Juni2008).

2. Kelompok yangPro
M. Yahya Harahap (Mantan Hakim
Agung Pada MahkamahAgung Rl)

M. Yahya Harabap menyatakan bahwa
menanggapi perumusan hak drn kcwajrban
suami isteri dalarn Undang-Undang
Perkawinan antara suami dan istcri telah
lerc ipta persamaar I yang sempuma (P(,/y'rt
Equality). dirinlau dari segi rcoririsnyr maka
dergat legal right yanq sama ini hidup
keluarga merupakan su atv cooperaliotl,tiap-
tiap peserta dapat menarik diri apabila
kefasama dalam kcdudulan yang srma rtu
tidak dikchendaki olch salah sdtu prhah.
Peflimu;an Pasal14 iru sudah cLrhrp bril.jadi
tidak perlu diadakan suatu perubahan, kalau
kita ingin mengomentari suatu pasal j angan
dipotong-potong, tetapi harus melihat landasan
moml dan landasan lllofisnya yang ada pada
Pasal30 sampai dengan Pasal J3 Undang-
Undang Perkawinan. merupakan pcrlrrrnan
yang harus dincgang teguh oleh suami islcri.
danjika tugas dan kewajiban itu disamakan
antara suami dan istcrididalam rumah tangg4
apabila di kcmudian hari teiadipersclisihan
akan tugas dan kewaj r ba n iru s icpa yang akan
paling dipersalahkan, hal ini malah akan
menimbulkan ketidakpasti.m hukum

Dewasa ini para isteri rneminta untuk
kesetaraan dan keseimbangan hak, harus
ditafsirkan keseimbangan dan kesetaraan itu
bukanlah bemrti hana penisi sama. Kreatifitas
isteri unrul bcrkaru dilind ungr da lam Pa5al I I
ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang
mengatakan bahwa antara suami dan istcrt
memiliki hak dan kewajiban yang sama baik
dalam kehidupaa kelu.arga ma uplr n prgau lan
masyarakat .  bc rar t r  suamr  | | Jak  dapa l
melamng istcn untul melaLrkan cksou lilr)gsi.
sebab hal ini dij amin oleh undang-undang.

Ekstra liulgsi yang diakiba*arl krcatifitas
istri akan dapat dij adikan alasan pokok untuk
mengguga l  i s tc r i  te lah  rnc lu la ikan
kewajibarmya scbagai iburumah tangga yang
baik sulir sekali mcruawab perunyaal rcRcbul
secara teoribelaka. dan lebih banyak hal itu
bisa dijawab i n ko n laet o.
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Eksta fungsi tersebut baru akan menjadi
pe$oalan jika suami mengajukan hal itu
kepada pengadilan, yang merasa benar-benar
kewaj iban isteri sebagai ibu rumah tangga
sudah scdemikian rupa dilalaikan oleh isten
akibat lebih memenlingkan tugas diluar
lingkunganrurnah tangga(misalnyapeker:aan),
tentu dalam persoalan yang demikian jika
terbuktiekstra fungsi itu benar-bcnar telah
membawa kelalaian yang jauh menyimpang
dari kewajiban-kewajiban yang semestinya,
pilihan terletak pada isteri, apakah ia lebih
mementirIgkan karir daripada ikatan
perkawlnan.

Selanjutnya di dalam Undang-Undang
Perkawinan yang mcnyaukan tugas isteri
adalah mengunx nrmah tangga dengan sebaik-
baiknya adalai beralasan karena ditinjau dari
sudut  ps iko log i  dan b io log i  te lah
menganugerahkan kepada istcri rasa
emosionil, kasih sayang yang tinggidan
karaktcr emosionrl scperti ini scngat sesuai
dengan sifat keibuan, dan semua sifat seperti
di atas saling beftautan, dan sifat-sifat inilah
yang dibutuhkan maerarvat dan membesarkatr
anak. Sedangkan peranan suami sebagai
kepala keluarga yang memiliki tugas unruk
mencari nafkah adalah tepat, sebab ditinjau
dari kejiwaan laki-laki lebih mempunyai
kualitas yang msionil di sanping fisiknla yang
lebih kuat, suami secam objektif lebih
mernpunyai daya berj uang dalam kehidupan

I Ketut Oka Setiawan (Guru Besar
Fakultas llukum Universitas Nasional)

I K€tut Oka Setiawan, menyatakan
bahwa menanggapi keberadaan Pasal 34,
dimana meletakan suami sebagai pencari
nafl<ah, sedangkan isteri sebagai ibu rumah
tangga- Dalam ilrnu pengetahuan ada ilrnu yeng
bersifat laitikal dan ada yang benifat positivis,
I Ketut Oka Setiawan cendenmg kc positivrs
dan saya mendukung kebemdaan perumusan
hak dan kewaj iban suami steri dalam U ndang-
Undang Perkawinan dan tidak menyetujul
adanya revisi dari Pasal 34 Undang-Undang
Perkawinan.

Menurut I Ketut Oka Setiawan
penrmusan di dalam undang-undang rnr
memiliki 3 (tiga) karakteristik, yaitu: (l) Ini
adalah lingkup perdata; (2) Hal yang tidak
diredaksikan di dalam undang-undang bukan
berarti isteri atau suami tidak bertanggung
jawab, perbedaan itu karena sifatnya yang
alamiah,jadi pengertian itu perlu dan harus
dipahami lebih dalam; (3) Eksistensi pasal-
pasal itu ditentukan suani istcri. Jika dikaitkan
dengan teori Thomas Aquinas hukum positif
itu dibuat oleh manusia berdasarkan alal. Akal
ini sudah digoresi lex Eterna atarhlkum
Tuhan, maka kalau hukum positif tidak
dtlandasi Lar Nanralyatgasalnya dari Tulaq
maka hukum positiftidak akan memberikan
kebenamn alamiah. dari cam berfikir inr hukLun
positiftidak harus eksplisit, contolnya lakF
laki adalah pelindung perempuan bukan berarti
wanita bukan pelindung laki-laki, begituj uga
masalah pekerjaan antara suami isteri semua
pihak sama-sama berkewajiban atas
penegakkan rumah tangga, jadi diburuhkan
adanya kerjasama yang baik di dalamnya.

Seorang wanita karir dan ibu rumqh
tangga yang sukses

Mien Uno (Wawancara, 2008)
menyatakan bahwa menurut beliau sukses
adalah akumulasi dari sukses-sukses kecil.
menunrt saya landasan sukses yang kuat
hendaknya dikonstruksikan dengan agama,
moral, kredibilitas, integritas, dan juga banyak
tambahan yang lain sepeti rasa kebanggaal,
kehormatan, msa saling menghargai. ltu yang
sekamng ini agak kurang dihargai.

Dalam membina rumah tangga diperlukan
basis yang kuat, agar orang yangberada di
rumah menjadi aman dan nyaman dalam artl
yang sesungguhnya,jadi basis keluarga itu
adalah yang paling penting. Menurut baliau
pada saat anaknya masih balita, beliau tidak
bekerja,/berhenti bekerja, karena ia memiliki
keyakinan bahwa anak yang masih balita itu
harus dipegang sendiri oleh orang tuanya,
karena anak-anak memang seperti[ya akan
lebih dekat dengan ibunya, karena dengan
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adanya figur ibu yang menjadi teladan bagi
anaknya, maka anak akan dapat berkembang
dengan baik.

Menanggapi tentang kaum wanita saat
ini yang menjadi wanita karir, adalah mernang
benar bahwa wanita harus bekerja, tetapi kita
j uga harus pintar memilah-milah pekeq'aan
yang cocok unhrk kita sehingga pengumsan
urusan rumah tangga scperti mengurus anak
dapat temtasi, karena bagaiinanapun hebatnya
seonng pengasuh anak tetap berbeda rasa
kasih sayang yang diberikan,jangar sampar
anak merasa jauh dari kasih sayaag orang
tuanya karena setiap belaian dan perhatian
yang ia rasakan akan menjadikamya seorang
yang berbudi luhur, karena anak itu bukan
bcnda mati melainkan roh hidup, oleh karena
itu dengan pekerjaan yang kita ambil tidak
bemrti melalaikan kewajiban ktayang menurut
sifahya itu lebih penting, karena uang yang kita
cari tidak akan memiliki arti apabila keluarga
menjadi berantakan.

Dengan demikian di dalam membina
rumah tangga haruslah diperlukan keij asama
yang baik anta.ia suami dan isteri, sehingga
segala tujuan hidup akan tercapai dan pada
akhimya dapat membahagiakan semua pihalg
yaitu baik suami isteri maupun anak-anak di
dalamnya. Wanita kadr dalam hal ini adalah
isteri ialah boleh saja wanita itu
mengembangkar kreri-Eta-vrya dengan berkarir.
tetapijangan lupa behwa tugas luhumya ialah
harus senantiasa memberikan perhatian
kepada keluarga, jangan sampai dengan
sibuknya isteri diluar melupakan lilngsinya
sebagi isteri dan ibu rumah tangga (Majalah
Wadta Kartini, 22 Desember 2005).

V PENUTUP

Kesimpulan
l Pendapat yang Kontra. Konsep

pcmbakuan gender yang mengkotak-
kotakan peranan suami isteri menempatkan
isteri dalam wilayah domestik dan suanu
berada pada wilayah publi! kebij akan mr

tidak memberikan keadilan (peminggiran)
mendorong proses pemiskinan, karena
secara ekonomi bergantung pada pihak
lain. Putusan pengadilan dalam hal
perceraian, mantan suami berkewaj iban
memberi nafkah terhadap anak dan bekas
isteri tetapi tetap harus dikembalikan pada
kemampuan dari pihak suami. Dislaiminasi
perempuan seharusnya dihapuskan
berdasar Undang-Undang Penghapusan
Diskriminasi Terhadap Perempuan, oleh
karena itu tidak ada pilihan kecuali
mengadakan revisi perumusan hak dan
kewajiban suami isteri dalam UUP

2. Pendapat yang Pro. Pelaksanaan hak dan
kewajiban suami isteri di dalam Pasal 30,
Pasal3l, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal
34 ULrP adalah sudah tepat dan tidak perlu
di revisi, hak dan kewaj iban tidak boleh
ditafsirkan terpotong-potong melainkan
harus dilihat berdasarkan moral dan
6lo.ofinya. Hak dan kewaj iban suami isreri
seimbang dalam rumah tangga dan
pergaulan masyarakat Hak isteri ultuk
berkarir/ melakukan perbuatan hukum
(mcrupakan h ukum positi l). Suami scbaga i
kepala rumah tangga dan pencari nalkah
sedang isted Ibu rumah tangg4 memelibam
dan mendidik anak-anak dengan sebaik-
baiknya merupakan hukum alam (/ex
E t er na) kat era lb.u y wrgmengandug dan
melahirkan anak mempunyai ikatan
ernosionil yang kuat penuh kelembutal msa
kasih saycng sedang suami dil ihat dari
kejiwaan mempunyai hulitas fisik yang kuat
secara objektif, mempunyai daya juang
dalampenghidupan keluarga. Ibadahuntuk
teoujud kehidupan rumah tangga yang
bahagia dan kekal maka dalam
melaksanakan ke\,vajibannya harus
berdasarkan kasih sayang, saling
menghomati, cinta mencintai dan saling
memberikan banhEn baik lahir dan batn\
sehingga peletakan tugas dan tanggurg
jawab harus dibedakan demi harmonisasr
dan simetris sehingga tegas dan tanggung
jawab dipikul bersama.
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Sarani
Diskriminasi terhadap perempuan

seharusnya dihapuskan dengan diratifi kasi
konvensi wanita menjadi Undang-Undang
No.7 Tahun 1984 tentang Penghapusan
Diskriminasi Terhadap Perempuan, oleh
karena itu tidak ada pilihan kecualimengkaji
ulang dengan mempertegas perspektif gender
perumusan hak dan kewajiban suami isten
dalam Undang-Undang No.l Tahun 1974
tentang Perkawinan aga. pro dan kontra
teNebut dapat beraldir
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